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Salinan P U T U S A N

Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK XXXXX,  tempat/tangal  lahir  Bogor/21  Juni  1992,  umur  28

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bogor  .  (Dikenal

dengan teh Laat), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat/tangal lahir Bogor/04 November 1998, umur 21 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  02

Juli  2020 yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

register  perkara  Nomor  2592/Pdt.G/2020/PA.Cbn  tanggal  02  Juli  2020,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada  tanggal  10  April  2011  Penggugat   dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas (Kutipan Akta Nikah Nomor : akta

nikah , tanggal 11 April 2011;
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2.  Setelah pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat   bertempat

tinggal di Kp. Ciapus,  Rt.002/Rw.005 Desa/Kel. Sukamakmur Kec. Ciomas,

Kab.Bogor, Selama pernikahan tersebut  Penggugat dengan Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) 

3.  Bahwa dari perkawinan tersebut sudah  dikaruniai 1 (Satu) orang Anak ,

yang bernama  ;

3.1.anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Bogor , Tanggal 17 April 2012;

4. Bahwa  dari  sejak  perkawinan  tersebut  hingga  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan Tergugat    berjalan rukun dan harmonis sebagaimana

layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Desembe

Tahun  2012 antara  Penggugat dengan Tergugat  sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

5. Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan :

5.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ( WIL );

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.3. Tergugat Sering berkata kasar kepada Penggugat seperti ( berkata kasar

Anjing )

6. Bahwapuncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan  Januari Tahun  2013

dimana  terjadi  terjadi  peristiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  menjadi benar-

benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah. 

7.  Bahwa  karena  Penggugat  merupakan  warga  yang  tidak  mampu  sesuai

dengan  Surat  Keterangantidak  mampu  dari  Desa.  Sukamakmur

No.465/137/06/2020  Kesra  maka  mohon  agar  dibebaskan  dari  biaya

perkara; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat  mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.;

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;.
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Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  pernah datang  menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena  Tergugat  tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa majelis  hakim dalam persidangan  telah  berusaha

mendamaikan  dengan  jalan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. 

Menimbang,  bahwa  telah  dibacakan  surat  gugatan  tersebut  dimana

Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA

Kecamatan Ciomas, Nomor 410/55/IV/2011 Tanggal 11 April 2011, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  yang  asli

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang

saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1,  menerangkan :

 Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat;

 Bahwa saksi  mengetahui  rumah tangga antara  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  harmonis  dan  sering  bertengkar  sejak  sekitar 2  tahun

setelah pernikahan;

 Bahwa penyebab mereka bertengkar karena adanya wanita lain,

tidak memberi nafkah dan sering berkata kasar;
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 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang

lebih sejak awal bulan Januari 2013 sampai sekarang;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, menerangkan : 

 Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat;

 Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar akhir tahun 2012;

 Bahwa penyebab mereka bertengkar karena adanya wanita lain,

tidak memberi nafkah dan sering berkata kasar dan saksi pernah melihat

pertengkaran;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang

lebih sejak awal bulan Januari 2013 sampai sekarang;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para

saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta

memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Putusan  ini  segala

sesuatu  yang  terjadi  dalam  persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  pada pokoknya

adalah gugatan perceraian,  berdasarkan ketentuan Pasal  49 huruf  a  berikut

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal  49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat  dan  Tergugat,

para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena

itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,

dengan demikian Penggugat memiliki hak  (legal standing) untuk mengajukan

gugatan a quo;

Menimbang,  bahwa  perkara  cerai  gugat  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

namun  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  maka

Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf

b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah

bahwa  Penggugat  mengajukan  guggatan  cerai  dengan  dalil-dalil  bahwa

keadaan rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  rukun dan

tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah  tangga  mereka,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah

rumah sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  dan  alat  bukti  saksi  yang  penilaiannya

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P  yang  diajukan  Penggugat  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/55/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas alat bukti tersebut telah bermeterai

cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud

Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a  dan ayat  (3)  Undang-Undang No.  13  Tahun 1985

tentang Bea Meterai  jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
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Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah

dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat

perkawinan sejak tanggal 10 April 2011;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat  bukan

orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan

keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145

ayat (1) point  4 dan 5  HIR dan Pasal  147 HIR, Majelis Hakim berpendapat

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

     Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat  tersebut saling

bersesuaian  antara  satu  dengan  lainnya  dan  sejalan  pula  dengan  gugatan

Penggugat  terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah

memenuhi  ketentuan  materil  pembuktian  dengan  saksi  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh

Penggugat maka  Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang

terus menerus sejak 2 tahun setelah pernikahan yang disebabkan oleh

adanya wanita lain, tidak memberi nafkah dan sering berkata kasar ;

2. antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih

sejak awal bulan Januari 2013 sampai sekarang;

3. selama  berpisah  rumah   antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  pernah  lagi  saling  menjalankan  kewajibannya  masing-

masing sebagaimana layaknya suami istri; 

4. Pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  adanya  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
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sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan  untuk kondisi sekarang, keduanya sudah

tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang,   bahwa   dari  adanya    fakta   hukum   tersebut dan sikap

Penggugat yang selalu berkeinginan bercerai dengan Tergugat, maka  Majelis

berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat   dan  Tergugat  telah pecah

(broken mariage)   dan sudah tidak  ada harapan akan hidup rukun kembali

karena  antara  keduanya  telah  hilang  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  serta

kedamaian  sebagai  unsur  yang  fundamental  dalam  sebuah  bahtera  rumah

tangga  yang  bahagia,  dengan  demikian  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu

membentuk  rumah  tangga  yang  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

بيَنْكَمُ            وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ ءَاياَت ومَإنْ

ورََحْمَة  مّودَةًّ

Artinya  :  “Dan di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang……”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

tidak berdiam serumah lagi,  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun lagi,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  dari  adanya  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut di  atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor  1  Tahun 1974 Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia (KHI) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

dihubungkan  dengan  petitum  gugatan  Penggugat  pada  angka  2  agar

menjatuhkan  talak satu bain sughra maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119

ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam, petitum Penggugat   tersebut  patut

dikabulkan ;

Menimbang,  bahwa  kepada Tergugat telah dipanggil  sebanyak 2 kali

dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan

Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 126 HIR gugatan

Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  lingkup  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat,  namun

berdasarkan  putusan  Sela  Nomor  2592/Pdt.G/2020/PA.Cbn,  tanggal  23  Juli

2020,  Penggugat  telah  diberikan izin  untuk  berperkara  secara  Cuma-Cuma,

oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara

ini;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya perkara ;

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong  pada  hari  Kamis tanggal  23  Juli  2020 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  2  Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs.  H.  Amiruddin,  M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  H.  Fuad syakir,  S.H.,  M.H. dan  Dra.  Hj.  Ratna

Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Asep  Ruchyana,  S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Fuad syakir, S.H., M.H. Drs. H. Amiruddin, M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 0,-

-  Biaya Proses : Rp 0,-

-  Panggilan : Rp 0,-

-  PNBP Panggilan : Rp 0,-

-  Redaksi : Rp 0,-

-  Meterai : Rp                        0,-  

J u m l a h : Rp 0,-

                     ( nol rupiah);

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................
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Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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